Menimbang

Mengingat

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan pasal 4
Peraturan Daerah dimaksud dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur.

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam
Lingkungan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 111 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian sebagaimana beberapa kali mengalami
perubahan, perubahan terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten
Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di
Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4350);



. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

11

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

13.Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang pedoman
nomenklatur, tugas dan fungsi Organisasi Perangkat yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1660);



14.Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor
7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun
2016 Nomor 169 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DINAS

PERHUBUNGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

10.

11.
12.

13.

14.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh
pemerintah daerah dan dprd menurut asas otonomi dan tugas pembantu
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara
kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian
Timur.

Daerah adalah daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan
rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di
Kabupaten Seram Bagian Timur.

Otonomi Daerah adalah hak kewenangan dan kewajiban daerah otonomi
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan
Republik Indonesia.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian
Timur.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian
Timur.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian
Timur.

Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian
Timur.

Pembinaan dan Fasilitasi adalah pemberian pedoman, bimbingan,
pelatihan, arahan dan supervisi.

Jasa Transportasi adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan
barang dan atau hewan melalui angkutan darat, laut dan udara.
AKDP adalah jenis pelayanan angkutan penumpang dengan kendaraan
bermotor umum pada trayek tetap dan teratur lalu lintas Kabupaten /Kota
dalam Provinsi.
Manajemen Lalu Lintas adalah sistem pengaturan arus lalu lintas dengan
rambu-rambu lalu lintas, marka dan alat pemberi isyarat lalu lintas
(APILL).
Batas Maksimum Muatan adalah berat maksimum muatan yang diizinkan
untuk diangkut oleh kendaraan.
Berat Kendaraan adalah Berat kosong kendaraan tanpa muatan.
Rambu-rambu lalu lintas jalan adalah bagian dari perlengkapan jalan
berupa lambang, huruf, angka, kalimat atau perpaduan diantaranya
sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pemakai jalan.
Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan
keselamatan yang menyangkut angkutan diperairan dan kepelabuhanan.
Rambu-rambu laut adalah sarana yang dibangun atau yang terbentuk
alami yang berada diluar kapal yang berfungsi membantu navigator dalam
menentukan posisi dan atau rintangan pelayaran untuk kepentingan
keselamatan berlayar.
Bongkar muat adalah kegiatan yang bergerak dalam bidang bongkar muat
barang dan atau dari dan ke kapal.
Ekspedisi Muatan kapal laut adalah kegiatan mengurus dokumen dan
melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan
penyerahan muatan yang diangkut melalui laut.
Dermaga adalah sarana pelabuhan yang dibangun untuk tempat kapal
bertambat guna melakukan kegiatan turun/naik serta bongkar/muat
barang.
Pemanduan kapal adalah kegiatan pandu dalam membantu nahkoda
kapal agar navigasi dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar
dengan memberikan informasi tentang keadaan perairan setempat yang
penting demi keselamatan kapal dan lingkungan.
Kolam pelabuhan adalah tempat berlabuhnya kapal, sandar dan oleh
gerak kapal, kegiatan pemanduan tempat perbaikan kapal dan lain-lain.
Alur pelayaran adalah bagian dari perairan yang alami maupun buatan
dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap
aman untuk dilayari.
Sertifikat kapal adalah kegiatan yang berhubugan dengan sertifikat
keselamatan kapal yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang keselamatan di laut
(Nasional/Internasional).
Kelaik Lautan adalah Keadaan kapal yang memenuhi persyaratan
keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal,
pengawakan, pemuatan kesehatan dan kesejahtraan awak kapal serta
penumpang dan status hukum untuk berlayar di perairan tertentu.
Surat Kebangsaan Kapal adalah surat bukti kebangsaan untuk
memberikan hak kepada kapal untuk berlayar di bawah bendera yang
kebangsaannya dipunyai oleh kapal dan dikeluarkan oleh pemerintah dari
negeri yang kebangsaannya dipunyai oleh kapal itu.
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Kepelautan adalah hal-hal yang terkait dengan aspek pengawakan (SDM)
berdasarkan  ketentuan perundang-undangan untuk menjamin
keselamatan dilaut.

Kegiatan Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan
terhadap kapal dan atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal
atau keadaan bahaya diperairan, termasuk mengangkat kapal atau
rintangan bawah air atau benda lainnya yang tidak secara permanen dan
tidak dimaksudkan didasar laut.

Kegiatan Pekerjaan Bawah Air adalah kegiatan yang berhubungan dengan
instalasi konstruksi atau kapal yang dilakukan di bawah air atau
pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus.

Kebandaraan adalah hal-hal yang berhubungan dengan situasi tertib di
kolam bandara.

Bandar Udara adalah lapangan terbang yang digunakan untuk mendarat
dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang dan atau bongkar
muat kargo dan atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas kesehatan
penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar roda transportasi.
Kebandaraudaraan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan
kegiatan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam
melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran,
keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang,
kargo dan atau pos keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra
dan atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
Flight Approval (Izin Penerbangan) adalah izin untuk melaksanakan
penerbangan.

Fasilitas Sisi Darat Bandara Udara adalah fasilitas yang digunakan untuk
menunjang kegiatan operasional bandar udara dan berada dalam daerah
lingkungan kerja dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)
bandar udara.

Pos adalah pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang dan pelayanan
jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang diselenggarakan oleh
badan yang ditugasi menyelenggarakan Pos dan Giro.

Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur
terdiri atas :

a.
b.

C.

Kepala Dinas;

Sekretariat, terdiri atas :

1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri atas :
1) Seksi Lalu Lintas;

2) Seksi Angkutan; dan

3) Seksi Pengujian Sarana.



d. Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri atas :
1) Seksi Prasarana,;
2) Seksi Keselamatan; dan
3) Seksi Pengembangan.

BAB III
URAIAN TUGAS
Bagian Pertama
KEPALA DINAS

Pasal 3

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di
bidang perhubungan.

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang perhubungan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
perhubungan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan di bidang
perhubungan;

d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Merumuskan kebijakan teknis dan operasional di bidang perhubungan;

b. Menyusun program dan kegiatan di bidang perhubungan;

c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait
menyangkut bidang perhubungan;

d. Merekomendasikan pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum
di bidang perhubungan;

e. Mengkoordinasikan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi
pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;

f. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data informasi serta evaluasi
kegiatan di bidang perhubungan;

g. Melaksanakan pelayanan jasa perhubungan;

h.Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang

perhubungan;
i. Melaksanakan, membina dan mengawasi pengelolaan administrasi
umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian,

perlengkapan dan peralatan; dan
j- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT

Pasal 4

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan
pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di
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lingkungan Dinas Perhubungan
(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menyelenggarakan fungsi :

a.

Penyusunan kebijakan teknis administrasi: kepegawaian, keuangan,
perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga;

b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum,;

d.

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program
dan kegiatan Subbagian; dan
Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Subbagian.

(3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.

b.
C.

Merencanakan operasional kerja Sekretariat Dinas berdasarkan
rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
Mengkoordinasikan segala kegiatan antara bidang dalam lingkup dinas;
Mengatur dan membina kerjasama dalam pengurusan administrasi
dinas;

d. Memberi petunjuk analisis dan pengembangan kinerja dinas;

Mengkoordinasikan/menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;

Memberi petunjuk pembinaan organisasi, pendidikan dan latihan
dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur dinas;

. Mengatur urusan tata usaha, keuangan, aset, perencanaan dan

pengendalian serta pembinaan kepegawaian dinas;

. Mengatur tata naskah dinas dan rumah tangga dinas;

Melaksanakan inventarisasi semua barang bergerak dan tidak bergerak
milik dinas;

. Memberi petunjuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban pada

lingkungan dinas;

. Membina perpustakaan dinas;

Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas Subbagian
Perencanaan dan Keuangan, Subbagian Keuangan dan Subbagian
Umum dan Kepegawaian;

.Melihat dan mengawasi pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan

Keuangan, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan
Kepegawaian,;

. Mengembangkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan

Keuangan, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan
Kepegawaian,;

. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan

Keuangan, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan
Kepegawaian,;

. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas kepada Kepala

Dinas; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu
sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,kerumahtanggaan, kerja sama,
hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi
dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.
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(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a.
b.
C.

d.

Pelaksanaan kebijakan teknis Subbagian;

Pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian;

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program
dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Subbagian; dan
Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural
dalam lingkup Subbagian.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.

Merencanakan kegiatan dan program kerja Subbagian Umum dan
Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku sebagai pedoman kerja;

. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,

kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnyayang
berhubungan dengan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian,;

. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, mengiventarisasi

permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang
berhubungan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;

. Memberikan pelayanan : naskah dinas, kearsipan, perpustakaan,

komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian, penerimaan
tamu, kehumasan dan protokoler;

. Melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang

rapat/pertemuan, komunikasi, dan sarana/prasarana kantor;
Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas,
keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
Memfasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi, kesejahteraan
pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian
sanksi/hukuman dan pemberhentian/pensiun, serta pendidikan dan
pelatihan pegawai;

. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan

pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi,
pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf Subbagian Umum
dan Kepegawaian;

. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf Subbagian Umum dan

Kepegawaian,;

. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf Subbagian Umum dan

Kepegawaian kepada Sekretaris; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 6

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu
sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan réncana-
rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan
pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah, evaluasi, dan pelaporan
Dinas Perhubungan.



(2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a.
b.
C.

d.

Pelaksanaan kebijakan teknis Subbagian;

Pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian;

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program
dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Subbagian; dan
Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural
dalam lingkup Subbagian.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai derikut:

a.

SR oo

e

Merencanakan kegiatan dan program kerja Subbagian Perencanaan
dan Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku sebagai pedoman kerja;

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
Menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan secara menyeluruh untuk
penyusunan rencana kegiatan dinas;

Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan bagian dan bidang
lainnya untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana stratejik dinas;
Menyiapkan penyusunan rencana kerja tahunan secara periodik;
Menyiapkan penyusunan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) dinas;
Menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan dinas;

. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan

dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring;

Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi
tingkat Kabupaten dan Propinsi;

Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dinas dan
menyusun LAKIP dinas;

Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf Subbagian
Perencanaan dan Keuangan;

Mengevaluasi pelaksaan tugas staf Subbagian Perencanaan dan
Keuangan;

. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf Subbagian Perencanaan dan

Keuangan kepada Sekretaris; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris;
Bagian Ketiga
BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
Pasal 7

(1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas membantu kepala
dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas
dan angkutan.

(2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas,
angkutan, dan pengujian sarana;

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas,
angkutan, dan pengujian sarana;

penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas,
angkutan, dan pengujian sarana; dan



d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.

b.

Merumuskan rencana operasional pembinaan di bidang lalu lintas,
angkutan, dan pengujian sarana;

Merumuskan pedoman pembinaan di bidang lalu lintas, angkutan, dan
pengujian sarana;

. Melaksanakan pemasyarakatan dan sosialisasi di bidang lalu lintas,

angkutan, dan pengujian sarana;

. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup dinas maupun

instansi teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan di bidang
dibidang lalu lintas dan angkutan;

. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di bidang dibidang lalu

lintas dan angkutan;
Mengatur kegiatan angkutan darat, manajemen dan rekayasa lalu lintas
dan Angkutan;

. Membimbing tehnis pelaksanaan angkutan darat, manajemen dan

rekayasa lalu lintas dan Angkutan;

. Mengevaluasi pelaksanaan program angkutan darat, manajemen dan

rekayasa lalu lintas, serta sarana dan prasarana Lalu Lintas dan
Angkutan;

Penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas;

. Penyiapan Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan,

angkutan penyeberangan;

. Merekomendasikan pemberian izin dan tertib pelayanan angkutan

pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan

kabupaten;

Menyiapkan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan

pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar kabupaten;
Penyiapan rencana dan penetapan lokasi dan pengolaan terminal

penumpang dan barang perparkiran dan lain-lain;

. Menyusun pedoman klasifikasi, rekomendasi dan perizinan usaha di

bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;

. Membina dan mengawasi, memberi arahan/petunjuk serta bimbingan

dalam melaksanakan tugas pada satuan kerja yang dibawahinya;

. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

waktu kepada kepala dinas; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Seksi Lalu Lintas

Pasal 8

(1) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas
dan Angkutan dalam melaksanakan kegiatan penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu
lintas.
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(2) Seksi Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;
b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan
d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural
dalam lingkup seksi.
(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. Merencanakan program dan kegiatan pembinaan di bidang Lalu Lintas;
b. Menyiapkan bahan penyuluhan di bidang Lalu Lintas;
c. Melakukan koordinasi dengan wunit kerja terkait dalam rangka
pembinaan di bidang Lalu Lintas;
. Menyusun petunjuk pembinaan kerjasama di bidang Lalu Lintas;
Mengoreksi pelaksanaan pemberian rekomendasi di bidang Lalu Lintas;
Menganalisa dan mengevaluasi laporan kegiatan di bidang Lalu Lintas;
. Menyusun saran penyelesaian masalah pembinaan di bidang Lalu
Lintas;
h. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk
kapal yang melayani penyeberangan dalam Daérah Kabuapten;
i. penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten dan pelaksanaan
rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
j.- Persetujaan hasil analisis dampak lalulintas untuk jalan kabupaten;
k. Membagi tugas, memberikan petunjuk/arahan membimbing bawahan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
1. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain
yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

@ o0

Seksi Angkuatan
Pasal 9

(1) Seksi Angkuatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas
dan Angkutan dalam melaksanakan kegiatan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di
dibidang penyediaan angkuatan.

(2) Seksi Angkuatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;

b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural
dalam lingkup seksi.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum
untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten;

b. Merencanakan program dan kegiatan pembinaan di bidang angkuatan;

c. Menyiapkan bahan penyuluhan di bidang angkuatan;
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d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka
pembinaan di bidang angkuatan;

e. Menyusun petunjuk pembinaan kerjasama dalam pengembangan di

bidang angkuatan;

Mengoreksi pelaksanaan pemberian rekomendasi di bidang angkuatan;

Menganalisa dan mengevaluasi laporan kegiatan di bidang angkuatan;

. Menyusun saran penyelesaian masalah pembinaan di bidang angkuatan;

Penetapan kawasan pérkotaan untuk pelayanan angkutan pérkotaan

dalam 1 (satu) Daeran kabupaten;

Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu)

Daerah kabupaten;

k. Penetapan rencana umum jaringan trayak pedesaan yang
menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten;

1. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalarn trayek
perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;

m. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani
trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan
dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten;

n. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili
dalam Daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di
Daerah kabupaten;

o. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang
perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi
pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten;

p. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi
dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam
Daerah kabupaten;

q. Penerbitan izin operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi
dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam
Daerah kabupaten;

r. Membagi tugas, memberikan petunjuk/arahan membimbing bawahan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan

s. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain
yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

=

—.

Seksi Pengujian sarana
Pasal 10

(1) Seksi Pengujian sarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu
Lintas dan Angkutan dalam melaksanakan kegiatan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di
bidang pengujian sarana.

(2) Seksi Pengujian sarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;

b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan
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d.

Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural
dalam lingkup seksi.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.

b.
C.

Merencanakan program dan kegiatan pembinaan di bidang pengujian
sarana;

Menyiapkan bahan penyuluhan di bidang pengujian sarana;
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala kendaraan
bermotor,

. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan

kapal.

. Melakukan koordinasi dengan wunit kerja terkait dalam rangka

pembinaan di bidang pengujian sarana;
Menyusun petunjuk pembinaan kerjasama dalam pengujian sarana;

. Mengoreksi pelaksanaan pemberian rekomendasi di bidang pengujian

sarana;

. Menganalisa dan mengevaluasi laporan kegiatan di bidang pengujian

sarana;
Menyusun saran penyelesaian masalah pembinaan di bidang pengujian
sarana;

. Membagi tugas, memberikan petunjuk/arahan membimbing bawahan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan

. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain

yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN
Pasal 11

(1) Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana,
keselamatan, dan pengembangan transportasi.

(1) Bidang Prasarana dan Keselamatan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang prasarana,
keselarnatan dan pengembangan transportasi;
Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang prasarana,
keselamatan, dan pengembangan transportasi;

. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang prasarana,

keselamatan dan pengembangan transportasi; dan

. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.

b.

Merumuskan rencana operasional pembinaan di bidang prasarana,
keselamatan dan pengembangan transportasi;
Merumuskan pedoman pembinaan di bidang di bidang prasarana,
keselamatan dan pengembangan transportasi;
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. Melaksanakan pemasyarakatan dan sosialisasi di bidang di bidang

prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi;

.Menyusun data potensi di bidang prasarana, keselamatan dan

pengembangan transportasi;

. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup dinas maupun

instansi teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan di bidang
prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi;
Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di bidang prasarana,
keselamatan dan pengembangan transportasi;

. Menyusun pedoman klasifikasi, rekomendasi dan perizinan usaha di

bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi;

. Mengevaluasi laporan perkembangan pembinaan di bidang prasarana,

keselamatan dan pengembangan transportasi;
Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup dinas maupun
instansi teknis dalam rangka pembinaan di bidang prasarana,
keselamatan dan pengembangan transportasi;

. Membina dan mengawasi, memberi arahan/petunjuk serta bimbingan

dalam melaksanakan tugas pada satuan kerja yang dibawahinya;

. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

waktu kepada kepala dinas; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Seksi Prasarana

Pasal 12

(1) Seksi Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana
dan Keselamatan dalam melaksanakan kegiatan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di
bidang pengembangan sarana dan prasarana.

(2) Seksi Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;
b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

C.

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural

dalam lingkup seksi.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.
b.
c.

™o Q

Merencanakan program dan kegiatan pembinaan di bidang prasarana;
Menyiapkan bahan penyuluhan di bidang prasarana;

Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka
pembinaan di bidang prasarana;

. Menyusun petunjuk pembinaan kerjasama dalam bidang prasarana;

Mengoreksi pelaksanaan pemberian rekomendasi di bidang prasarana;
Menganalisa dan mengevaluasi laporan kegiatan di bidang prasarana;
Menyusun saran penyelesaian masalah pembinaan di bidang
prasarana,;
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h. Membagi tugas, memberikan petunjuk/arahan membimbing bawahan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

i. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain
yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seksi Keselamatan
Pasal 13

(1) Seksi Keselamatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana
dan Keselamatan dalam melaksanakan kegiatan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di
bidang keselamatan lalu lintas.

(2) Seksi Keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;

b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural
dalam lingkup seksi.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Merencanakan program dan kegiatan pembinaan Penunjang
Keselamatan Pelayaran;

b. Menyiapkan bahan penyuluhan Penunjang Keselamatan Pelayaran;

c. Melakukan koordinasi dengan wunit kerja terkait dalam rangka
pembinaan Penunjang Keselamatan Pelayaran;

d. Menyusun petunjuk pembinaan kerjasama dalam rangka Penunjang
Keselamatan Pelayaran;

e. Mengoreksi  pelaksanaan pemberian rekomendasi Penunjang
Keselamatan Pelayaran;

f. Menganalisa dan mengevaluasi laporan kegiatan Penunjang
Keselamatan Pelayaran;

g. Menyusun saran penyelesaian masalah pembinaan Penunjang
Keselamatan Pelayaran;

h. Membagi tugas, memberikan petunjuk/arahan membimbing bawahan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan

i. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain
yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seksi Pengembangan
Pasal 14

(1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Prasarana dan Keselamatan dalam melaksanakan kegiatan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan
pelaporan di bidang pemaduan moda, pengembangan teknologi
perhubungan dan pengembangan lingkungan perhubungan.

(2) SeksiPengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
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a. Penyusunan program dan kegiatan seksi;

b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural
dalam lingkup seksi.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Merencanakan program dan kegiatan pembinaan Penunjang
Keselamatan Pelayaran;

b. Menyiapkan bahan penyuluhan Penunjang Pengembangan Pelayaran;

c. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka
pembinaan Penunjang Pengembangan Pelayaran;

d. Menyusun petunjuk pembinaan kerjasama dalam rangka Penunjang
Pengembangan Pelayaran,;

e. Mengoreksi  pelaksanaan pemberian rekomendasi Penunjang
Pengembangan Pelayaran,;

f. Menganalisa dan mengevaluasi laporan kegiatan Penunjang
Pengembangan Pelayaran,;

g. Menyusun saran penyelesaian masalah pembinaan Penunjang
Pengembangan Pelayaran,;

h. Membagi tugas, memberikan petunjuk/arahan membimbing bawahan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan

i. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain
yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 15

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan koordinasi Asisten bidang tugas.

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala
Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan singkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik
dalam lingkup masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam
lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas
masing-masing.

Pasal 16

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Wajib
mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah-langkah yanh diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

(1) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi
bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan
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masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk-petunjuk serta bertangung jawab kepada atasan masing-masing
dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris, Kepala Bidang wajib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan
dijadikan bahan pertimbangan untuk memberikan petunjuk/arahan
kepada bawahan.

(4) Sekretaris, mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala dinas sesuai
ketentuan yang berlaku untuk disampaikan kepada pejabat yang
berwenang dan tembusannya disampaikan kepada satuan
organisasi/instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana terdapat dalam
lampiran Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian
Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 15 Mei 2017

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 15 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

SYARIF MAKMUR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 290
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SRTUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR  : 23 TAHUN 2017

TENTANG : URAIAN TUGAS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

KEPALA DINAS

1
SEKRETARIAT

KASUBAG KEPEGAWAIAN KASUBAG PERENCANAAN
DAN UMUM DAN KEUANGAN

KEPALA BIDANG PRASARANA

KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN KESELAMATAN

KEPALA SEKSI LALU LINTAS KEPALA SEKSI PRASARANA

KEPALA SEKSI ANGKUTAN KEPALA SEKSI KESELAMATAN

KEPALA SEKSI PENGUJIAN
SARANA

SEKSI PENGEMBANGAN

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS

18



